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BUPATI BARRU 
PROVINSI SULAWESI SBLATAN 

PBRATURAN BUPATI BARRU 
JfOIIOR 1 9 TAHUlf :301 '7 

TENT ANG 

PENGANGKATAJrf DAN PEMBERHEMTIAN PEJABAT DAN PEGAWAI BADAlf 

LAYANA!f UMUM DAERA.H NOlf PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUKAH 

SAJCIT U¥t1M DAER.AH XABUPATEl'I BA.RRU 

PROVIlfSI SULAWESI SELATAN 

DBl'IGAN RAHKA.T TUHAN YAlfQ MAHA ESA 

BUPATl BARRU, 

• 

llenlmbana; : 

Meqlnpt 

bahwa dalam rangka melnksanakan ketentuan Pasa.1 42 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 

tentang Pedoman fekms Pengelolaan KeJ.Jangan Sadan 

La.yanan Um,..m Daerah, pedu menetapka.n Pl:raturan 
Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian 

Pe;abat Pengelola Keuangan Sadan Layanan Umum 
Daerah Non Pegawai Negeri Sipi! Pada Rumah Salat 

Umum Daerah Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi 

SeW.tan; 

I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 te-ntang 
Pembentuka.n Daerah Tingkat ll di Sulawesi (Lembe.ran 

• Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Rcpubhk Indonesia Nomor 
1822); 

2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- 

Pokok kepegawaian (Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia 1'ahun 1974 Nomor 55, 'I'ambahan 

Lcmbaran Negara Rcpubhk Indonesia .!'.'omor 3041) 

sebagatmana telah diubah dengan Undang-Undang 



ten tang 
Republik Pemerintahan Daerah (l.embaran Negara 

5. 

Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas 

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tem.ang Pokok- 

Pokok Kepegaww.an (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 

Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 3093); 
3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambaha.n 

Lembaran Negara Republik lndoneaia Nomor 4355); 
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatus Sipil Negara (Lembaran Negara Repubhk 
lndonesw. Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Repubhk ldonesia Nomor 5494); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

7. 

lndoneaia. Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesw. Tahun 2014 Nomor 5587) 
sebaga.imana te!ah drubah bebempa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undnng-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tent.ang Pemerintahan Daerah (Lcmbaga 
Negara Republ!k lndoneaia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 
5679); 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Keseha.tan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembara.n Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 5063); 

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
• Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 153, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5072); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Pera tu ran Perun dang- U ndanga.n 
( Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 20 I I 
Nomor 82, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234), 



9. Peraturan Pemenntah Nomor 24 Tahun 1976 tentang 
Cuti Pegawai Ngeri Sipil (Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran 
Ne&<tnt Repubhk Indonesia Nomor 3093); 

I 0. Peraturan Pemerinrah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum 

{Lembara.n Nesa.ra Repubhk Indonesia Tahun 2005 

Nomor 4ts, Tambahan Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Nomor 4502) aebagami.ana tel.ah diubnh 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 'b,hu.n 2012 

Perubahan Atas Peraturan Pemenntah Nomor 23 Tahun 

2005 Penge\olaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 171, Tambahan Lemba.ran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 

11. Peratu.ran Pemenntah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pcgav.aJ Negeri Sipil (Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lernbaran 

Negara Repubhk Indonesia Nomor 5135); 

12. Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 

tentang Pedoman 'rekms Pengelolaan Keuangan Sadan 

Layanan Umum Daemh; 
13. Peraturan Menteri Dal&m Negerl Nomor 80 

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Senta Negara Republlk Indonesia Tahun 201 l 
Nomor 2036]; 

MEMUTUSKAII : 

M•n•tapkan: PERATURAJf Bl1PATI TBRTA!fG PElfGA.l'fGKATA!f DAN 

PEMBERHEMTL\N PEJABAT PENGELOLA DAR PEGAWA.I 

DADA.If LAYAHA.If UKUM DAERAH NON PEGAWA.I REGER.I 

SIPIL PA.DA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN 

BARRU PROVIlfSI SVLAWESI SELA.TAN, 

BABl 

KZTEMTUAN UMUM 

PaMl l 

Da.lam Pcraturan Bupati ini yang dimaksud dcngan : 



I. Daerah adalah Kabupaten Barru. 

2. Pemerint&h Daerah adalah Bupati 11ebagai Unsur ?enyelengara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin ?elakaana Uru1an Pemerintahan 
yang menjadi kewenanga.n daerah otonom. 

3. Bupatl adalah Bupati Barru. 

4. Rumah Salot Umum Daerah selanjutnya diamgkar RSUD adalah Rumah 
Sak.it Umum Daerah Barru. 

5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah 
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru. 

6. Kepa.la Baden Kepepwaian Oaerah yang melattjutnya d1•inaJc.•t Ka BKD 
adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bami 

7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 
Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemenntah Daerah yang 
dibentuk unluk membcrikan pelayanan kepada masyaraka.t berupa 
penyediaan barang dan/atau jas.a yang dijual tanpa mengutamakan 
mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didaM.rkan pada 
prinsip efi81ensi dan produktivitu. 

8. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Salot Umum Daerah yang 
selanjutnya disingkat BWD RSUD adalah Badan L..ayanan Umum Daerah 
Rumah Sakn Umum Daemh Kabupa.ten Barru Provins:i Sulawesi Sclatan. 

9. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daemh 
yang selanjutnya disingkat Pemimpin BLUD RSUD adalah Pemimpin 
Sadan Layanan Umum Oaerah Rumah Sa.kit Umum Daerah Kabupaten 
Barru Provinsi Sulawesi Selatan. 

10. Pegawai BLUD Non Pegawai Negen Sipil pada RSUD yang seiaitjutnya 
diaebut Pegawai BLUD Non PNS adalah setiap Warga Negara Republik 
lndoneaia yang bereedia meningkatkan diri dengan perjanjian kontrak 
kerja dalarn jangke. waktu tenentu. 

11 Ga11 adalah upah kerja yang dibayarkan dala.m waktu yang tetap/jangka 
waktu tertentu. 

12. Penghasilan Jainnya adalah pendapatan yang diberikan selam gaj1 atas 
euaru pekerjaan yang tclah dilaksanakan. 

13 Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal 

j ang dapat dilakmmake.n sccara tcrukur dan beJenjang. 
14 Pendrdikan dan Pelatihan adalah kegiatan dala.m rangka meningkatkan 

kualnas/kompetensi pege.wai. BLUD Non PNS. 



15. Tenaga Khusus adalah tenaga keschatan yang profesional dan di'outuhkan 

dalam jangka waktu tertentu BCauai dengan ke'outuhan fonnasi dalam 
satu unit pelak8llnaan tugas. 

BABU 
MAK.SUD, TUJUAN DAJlf RUA.HO LDfOKUP 

Pau.l. 2 

Makaud dan tajuan ditetapkan Peraturan Bupati lni adalah untuk 
mem'oerikan pedoman dalam proae, penpngkata.n dan pemberhontian 
pejabat pengelola dan Page.wal Sadan Lo.ya.nan umum Daerah Non Pege.wal 
Ncgeri Sipil pada RSUD Barru. 

hsa13 
Ruang lingkup Pera.turan Bupati ini meliputi : 

a. Peja'oat Pengelola BLUD; 
'o. Pegawal BLUO Non PNS l)dak tetap; dan 
e. Pegawai BLUD Non PNS Tetap. 

BAB lll 

PEJABAT PENGELOLA BLUD 

Pa-14 
( I J Peja'oat Pengelola BLUD terdirt dari : 

a. Pemimpin; 
'o Peja�t Keuanpn: dan 
e. Peja�t 1'eknie. 

(2) Perrnmptn, Pejabat Keuangan, Peja'oat Teknia sebagaimana d1mak1ud pada 
a,yat (I) dapat diseauaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada RSUD 
Barru. 

Paoal. 
( I) Peja'oat Pengelola BLUD d1angkat dan diberhentlkan oleh Bupati. 
(2) Pemimpin BLUD bertanggungjawa'o kepada Bupati melalui Sekretaria 

Daerah. 

(3) Pejabat Keuungan dan Peja'oat Teknia BLUD berw.nggungjawab kcpada 
Pemimpin BLUD. 



Pual6 
(1) Pengangkatan dalam Jabatan dan penempatan pcjabe.t pengelola BLVD 

aebagaimana dunakrn1d dala.m Pasa.l 4 ayat (I) ditetapkan berdasarkan 
kompctenai dan kebutuhan praktek biania yang llehat. 

(2) Kompetensi sebagaimana dsrneksud pada ayat (1) merupakan kemampuan 
dan keahlian yang drmiliki oleh pejabat pengdola BLUD bcrupa 
pengetahuan, keterampilan dan sikap penlaku yang diperlukan dalam 
pelaksanaan tugas Jal>atannya. 

(3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), merupakan kcpentingan BLVD \mtu.k menin&)l:atkan kinerja keu-.ngan 
dan non keuangan bertlasarkan kaldah-kaldah managcmen yang baik. 

Paaa1 7 
(1) Pcmimpin BLVD scbagaunana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (I) huruf a 

mempunyai tugas dan kewajrban : 

a memimpin, menga.rahlc.an, membina, mengawain, mengandalk11n, dan 
mengevaluasi penyclcngga.raan kegiatan BLUD; 

b. menyusun renstra bisnis BLUD: 

c. menyiapkan Rencana Belenja Anggaran IRBA); 
d. mengusulkan calon PeJabat Keuangan dan Pejabat Tcknis kepadt1 

Kepala Daerah sesuai ketentuan; 

e rnenetapkan pejabat \amnya sesuai kebutuhan BWD se\a.m peJabat 
yang telah ditet.e.pkan dengan Peraturan Perundang-undangan, dan 

f menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kmerja operasional 
serta kcuangan OLUD kepada Kepala Daerah 

(2) Pejabat Kcuangan BLUD dalam mclaksanakan tugas dan kewejfban 
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) mcmpunyru fungsi sel>agai 
penanggungjawnb keuangan BLVD . 

..... i e 
(1) Pemimpm BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (!) huruf a 

mempunyai tugas dan kewajiban . 

a. mcngkooTdinasikan penyusunan Rencana Belanja Anggaran (RBA); 
b. menytapkan DPA-BLUD; 

c. mdakukan pengelolaan pendapatAn dan biaya; 
d. menyelenggarakan pengelolaan kas; 
e melakukan pengelolnnn utang-piutang; 



f. menyusun kebijakan pengelolaan barnng, asset tet.ap, dan invest.asi; 
g. menyelenggarakan syetem informasi managemen keuagan, dan 

h. menyelenggarakan akuntansi dan penyuausnan laJ'.IC)llnln keuangan. 
(2) Pejabat keuangan BL.UD dalam melak9&1lakan tupa dan kewajiban 

sebagaremana dimaksud pada ayat (I) mempunyru tugua aebaga1 
penanggungjoweb keuangan BL.UD . 

....... 
(1) Pejabat Telmia BLUD aebagaimana dimakaud dalarn Paaal 4 ayat ( I) hun.if 

c mempunylU tugaa dan kewsjiban ; 
a. menj-ueun penmcana.an kegiatan tekni, d..ibidangnya; 
b. melakaanakan kegiata.n teknia ae1uai RBA; dan 

c mempertanggungjawabkan kinerja operaaional di bidancnya. 
(21 Pejal:>at Teknik BLUD dalam melaksanakan tuga, dan kewajiban 

aebagaimana dimaksud pada ayat (I) mempunyai fung11i �bagai ', 
penanggungjawab teknia di bidang ma.sing·ma&ing. 

(3) Tanggung Jawab Ptjabat Tekni1 BLUD 11ebapimana dimak1ud pad1 ayat 
(2) berkaitan dengan mutu, 1tandllliaaai, o.dminiatrasi, peningkatan 
kualita1 ,umber daya manuaia, dan peni11gkatan sumber daya lalnnya . 

........ 
(1) Pejabat Penge\ola dapat beraaa.l dari PNS dan /atau non PNS y&ng 

profesional sesuai dengan kebutuhan. 

(21 Pejabat ?engelola yang berau..l dllli non PNS aebagaimana dtmekeud pada 
ay&t (I) dapat dipekerjakan aecara tetap atau berdaaarkan kontn.k. 

(3) Pengangkatan dan pemberhentian ftjaba.t Pengelola }"ang berasal dan PN8 
disesuaikan dengan ketentuan peraturan Perundang·undangan. 

(4) Pengangkatan dan pemberhentian Pego.wai BLUD yang bcrasal dari non 

PNS berdasarkan pe.da prinsip efisiem,ii, ekonomis dan produkdf dalam 
memngkatkan pelayanan 

BABIV 
PBOAWAJ BLUD TIDAK TBTAP 

Ba,tanK-tu 

Prinllip Penc1n1k,tan 

Pual 11 

{1) Pegawai BWD Tidak Tetap dapat beraaal dari umum dan profesional 
aesuai kebutuhan. 



(2) Ptgawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipokerjakan 
berdasnrkan kontrak/peIJanJian kerja. 

(3) Pengangkatan pegawai BLUD sebaga.unana dimaksud pada ayat 11) 
dilakukan berdaaarkan pada prineip efi•ien, ekonomi•, dan produktif 
dalam rangka peningkata.n mutu leyanan. 

S..1lan K•dv.a 
Kedudv.lu.n 

r .... 112 
(I) Kedudukan Pegawai BLUD Tidak Tetap merupakan bagian dari pegawa! 

Pemenntah Kabupaten Barru 

(2) Pegawai BLUD 1'idak tetap merupakan bagian dari upaya peningkatan 
mutu layanan BLUO RSUO Barru. 

0.1la11 Ketl11. 
K9,n,Jlban 
PaN.113 

(I) Setiap Pegawai BLUD Tidak Te tap w.Jib : 

a. memberikan pelayanan kepada maaylll'IUQl.t secara profeeiona.1, 
kompeten, jl.ijur, transparan, dan tidak diekriminatif, 

b netral dari pengaruh partai po!itik dan organieaei terlarang; 
c. eeue dan taat kepada Pancasila dan Umleng-Undang Oaaar 1945, 

Negara dan Pemerlntah; 

d menjaga pereatuan dan keeatuan bansM dan Negara Republik 
lndoneaia; 

e. menunutn pcraturan Internal yang berlaku dilmgkungan BLUD RSUD 

Barru dan pcraturan lainnya sesuai ketentuan pereturan perundang- 
undangan, dan 

f. menyimpan raha11iajabtttan. 

(2) Kewajlban Pegawai BLUD Tidak Tetap sebaga.imana dimakeud pada ayat 
(I) huruf c eampai dengan huruf e diatur oleh Permmpin BLUD RSUO 
BruTu. 



Bapan K-mpat 

Bak ...... ,. 
(1) Pegawai BLUD Tidak Tetap berhak mendapat pji yan1 beaamya 

berdasarkan tmgkat tanggung jawab dan kinerja lloCSUaJ dengan 
standardisasi pengadaan barang/jasa kebutuhan pemerintah Kabupaten 
Ba=. 

(2) Selain mendapatkan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pegawai 
BLUD iidak Tetap dapa.t diberikan penghasilan lainnya berdll.Safkan 

tingkat tanggung jawab dan kinerja sesuai kemampuan keuangan BLUD 
RSUD Barru. 

(3) Gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana dimakaud pada ayat {l) dan 
pada ayat (2) diatur oleh Penumpin BLUD RSVD Barru . 

...... ,. 
(1) Pegau.:ai 81.UD Tidak Tetap yang dalam pelakaanaan tuga.a mengheruekan 

untuk kelua.r daerah de.pal diberikan biaya perjala.nan dinaa seaua1 
dengan ketentullll Peraturan Puundang-Undanpn. 

(2) Perjalanan dinas sebegaimana dimak8ud pada ayat (1) dilaksanakan 

secara selekuf berkaitan langsung dengan kepcntingan kedineean, tugae 
dan tanggung jawab sebagal Pegawai BWD T!.dak Tetap . 

...... ,. 
(1) Seuap Pep.will BLVD Tidak Tetap berhak ataa cuti. 

(2) Pemberian cuti sebagaimana dimakaud pada ayat (1) terdifi dari · 
a. cuti tahunan; 

b. cuti sakit; dan 

c. cuti bersalin. 

(3) Ketentuan lebrh lanjut mengenai tata cara pemberian cuti 11ebagaimana 
dimak:sud pada ayat (2) dia.tur oleh Pemim.pin BWD RSUD Barru seauai 

ketentuan Peraturan Perundang-Vndangan. 

Bfo&lan Kalima 

Lan.n,an 
Pual 17 

Setiap Pegawai BLVD Tidak Tetap dilarang: 
a. menJadi anggota J)(lrtai politik; 



b. menJadi anggota organisasi terlarang; dan 

c. rnenjadi tim sukses saJah saru cakm Kepala Daerah tertentu 

a.ct.a.nx-nam .............. 
hwlB 

(1) Pegawai BLUD Tidak Tetap dapat diberikan perhar&l!.Wl atas prestasi kerja 
berdasarkan penilaian kinerja. 

(2) Pegawai BLUD Tidak Tetap yang meninggal dunia dalam melaksanakan 

tugasnya diberikan penghargaan. 
(3) Ketcntuan lebih laajut mengenai pemberian pengharga.an aebagaimana 

dimaksud pada ayat (l) dan a,yat (2) diatur oleh Pemimpin BWO RSUD 

Barru. 

Ba&laa Ketujuh 

Fo.....t 
hw19 

(11 Jumlah dan kebutuhan Pepwai BLUD Tidak Tetap mengacu ?41,da formasi 

Pepwai Negeri Sipil RSUD Ba.nu yang ditetapkan dalam Fonna& Pegawai 
BWD Tldak Tetap. 

(21 Dalam rangka penetapan Fonnasi Pegawai BLUO l'idak Tetap eebagaimeno. 
duneksud pada ayat (I), Pemimpin BLUO RSUO Barru mengajukan u!jluhu, 

Formasi Pegawal BLUO Tidak Tetap kepada Bupan sekurang-kurangnya 1 

(satu] kali dalam l (satu) tahun. 

(3) Penetapan Formasi Pegawai BLUD Tidak Tetap aebagaimana dimaks'Ud 
pada a,yat (2) ditetapkan oleh Kepala BKD ataa nama Bupati. 

Bapn Kedelapan 

Pena:acla..a Pepwa.l BLUD Tidak Tetep 

hw20 

0) Untuk mengisi kekurangan formasi dapat dilaksanakan pengadaan 
Pegawai BLUD Tidak Tetap. 

(2) Rencana pengadaan Pegawai BWD Tidak Telap aebaga.iman1< dimaksud 

pada ayat (1) diumumkan secara terbuka mejalut: 
a. papan pengumuman BLUD RSUD Barn.I sekurang-kura.ngnya 6 (enaml 

hari kerja. sebelum pelaksanaan penerimaan lamanm; dan 

b. media cetak daerah sekurang-kum.ngnya I (satu) ka1i. 
(3) Pengumuman rencana pengada.o.n sebo.gnimana. dima.ksud p,adn a.yat (2) 

sekurang-kurangnya memual : 



a. jumlah dan formasi jab&tan yang dibutuhkan; 
b persyam.tan yang ban.ts dipenuhl oleh pela.rnar; 
c. alamat dan ternpat larnaran ditlrjukan; dan 

d. bataa waktu penerimaan la.maran. 

Pua! •• 

{l) Pelamar calon Pegawai BLUD Tidak Tetap hllnla memenuhi per.ya.rat.an 
aebagai belikut : 

a. Warga Negara Republik Indonesia; 

b. berumur ackuranr;-kurangny11 18 (delapan bela.t) tahun dan palina 
tinggi berumur 35(tip puluh lima) tahun untuk jertjang pendldikan 
Sekol.11.h Lartjutan At.as aampai dengan Stratan l atau aederajat, at.au 

paling tinggi berumur 46 (empat puluh enamj tahun untuk jenjang 
pend!dikan Strata 2 atau llederajat, kecuali doktet' apeaialia/konaultan 
yang dibutuhko.n rumah sa.kit; 

c. tidak pema.h dijatuhi sankai pidana penjara atau kurungan 
berdasarkan Putuaan Pengadilan yang audah mempunyai keputui,.an 
hokum tetap karena mela.kukan tindak pid&na; 

d tidak pemah diberhentikan tidak dengan hormat .ebagal pegawai 
negerl, pegawai honorer, atau aebagai pegawai awaata; 

e. memilild ijaaah seauai ;yang dipersyaratkan; 

f. aurat cetatan kepoliaian yan11 dikeluarkan oleh !n,t.anai yang 
berwenang; 

g. aurat keterangan tidak pemah menp:omaumai/menggunaluln 
narkotika, paikoterapika, precuraor d&n :rat aditif l&innya darl dokter 
pemerintah; 

h. pelamar yang dinyatakan lu!us tidak terikat dengan aatua 
kepegawaian pada inatanai lainnya; dan 

perayaratan lain yang ditetapkas1 oleh Pernimpin BLUD RSUD 8arru 
�auai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(21 Ketentuan sebagaimana d1mak1ud pada ayat (IJ huruf b, dikecualikan 

bagi tenagn khuaua yang karena kcahliannya ditentukan oleh Pt:mirnpin 
BLUD RSUD Barru atas peraetujuan Bupati melalui Kepa.111 Badan 
Kepegawaian Daf!rah (BKD); 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pengadaan dan pengangkatan 
(4) bag! ten&ga khusus yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada aya.t 

(2) diAtur oleh Pernimpin BLUD RSUD Barru. 



Pa .. 122 
Pelaksanaan pengadaan Pcgaww BLUD T!dak Tctap mcliputi : 
a. pcngumuman, 

b. pcndaftaran pelamar: 

c sclcksi administra.ai; 

d. pembuatan naskah soaJ. tee ta.hap I; 

e pt:laksanaan tes tahap I; 

f. korcks1 dan pengoiahan haarl tee ta.hap I; 

g pcnyusunan rangking tcs tahap I; 

h. pcngumuman ha»il tee ta.hap I, 

i. pcnyuaunan matcri tes ta.hap II: 
J. pclaksanaan tee tahap Tl, 

k. pcnyusunan rangking tcs tahap II; 
I. pcngumuman tee ta.hap II; dan 

m. pengangkatan Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tctap. 

Paaal 23 

(1) Pelaksanaan pegadaan Pegawai BLUD l'idak Tctap scbagaimana dimakaud 
dalam Pasal 23 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf g, huruf h, huruf 

i, huruf j, huntf k, huntf I, dan huruf m dilaksanakan olch Pcmim.pm 
BLUD RSUD Barru. 

(2) Pelaksanaan pcngadaan Pegawai BLUD Tidak Tctslp sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, huruf f dnn huruf g dilaksanakan oleh 

Kepala Sadan Kepegawai.an Daerah (BKD). 
(3) Pengawasan pelaksanaan pengadaan Pegawai BLUD 1'1dak Tetap 

dilaksanakan o\eh Inspektur Provmst Sulawesi Sela.tan 

Pual 24 
(I) Pelaksanaan Tes Tahap ! sebagaimana dimaksud dalam Pas.al 23 hurufc 

meliputi Tes Kemampuan Dasar, terdiri dan· 

a. tes wawancara kebangsaan dengi:lll bobot 20"/0; 
b. tea lntelcgensi umum dengan bobot 20%; 

c. tee karakterisuk pribadi dengan bobot 20"/o; 

d. tes kompetensi dasar dengan bobot 40"/o. 

(2) Pe\aksanaan Tes ta.hap 11 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf j 
meliputt Tes Kcmampuan Bidang, Terdiri dari: 



a. tes praktek; 

b tea wawancara; dan 

c. tee lainnya yang diatur oleh Pemimp[n BLUD RSUD Barru. 

(3) Pelaksanaan Tes Tahap I dan Tes Tahap II eeba.gaimana dimak•ud pada 
ayat ( J) dan ayat \2) di!akaanakan aiatem gugur. 

Bactan Kedelapaa 

P•n.c•a&lu.taa .....,,. 
(I) Pela.mar yang dmyaUlka.n lulua dalam pelaksanaan tea sebagaimana 

dimakaud dalam Paul 25 wajib melakukan penda.ftaran ulang dcngan 

menyerahkan kelengkapan dokumen yana dipcrsya.ratkan. 
(2) Pclamar ya.ng dlnyatakan lulu, scbagaimana dimakaud pada ayat (if. 

dapat diangkat mcnjadi Pegawai BLUD Tidak Tetap dan wajib meneikuti 
mu.a.a pcrcobaan selama 3 (tiga.) bulan untuk melakukan penilaian awal 
oleh pcjabat terkait. 

(3) PcgawaJ BLUD Tidak Tett.p yan1 tidak memcnuhi k.rlteria pemlaian awal 
sebagaimana dimakaud pad11.. ayat (2) dihentikan sebagai pep.wai BWO 
?NS T'ldak Tetap 

(4) Pcgawai BLUD Tidak Tel.8.p yang telah dinyatakan memenuhi kl iteria/Julus 
ma.a percobaan aelama 3 (tiga.) bulan dibetikan pcn&he.silan Jainnya 
aebaga.imana dimakaud dalaln Paaal 15 ayat (2). 

(5) JanaJc:a waktu kontrak/perjartjian kerja dan berakhir pada tanglll 31 
Deaember tahun berkenaan. 

(6) Kcttntuan lebih lanjut mengenai penil.aian awal sebagaimana dimak•ud 
pada ayat (21diatur oleh Pemimpin BWD RSUD Barru . 

........ 
(I) Pcgawai BLUD Tidak Tetap dapat diangkat ken,bali aetelah bcrakhimya 

mau kontrak/perjanjian kerja dengan ketentuan: 

a. mengajukan pcnnohonan tertulis kepada Pemimpin BLUD RSUD 
Barru: 

b. fonnasi jabs.tan masih terscdia; dan 

c. menunjukkan preetaat kerja yang baik berda1111rkan evaluasi kinerja. 



(2) Pengangkatan kembali Pcgawai BLUD 1\dak Tetap sebagaimana dimak,ud 
pada ayat (1) diatur olch Pcmimpin BLUD RSUD Barnt scsuai ketentuan 
Peraturan Pcrundang·Undangan. 

BacJ•n x-mbu..n 
Pencembanp.n .....,.7 

Dalam rangka pcningkatan kualitas/kompctensi Pegawru BWD Tidak Tetap. 
BLUD RSUD Sarni dapat memberikan keecmpatan untuk 

• 

mengikuti pcndidikan non formal dan pclatihan. 

a.v,n Ke-puluh 
P •. nbin-.n dan Penp--.n ....., .. 

Pembinaan dan pcngawasan pegawai BLUD Tldak Tetap dilakukan oleh 

Pemimpin BLUD RSUD Barru aoesuai dengan Pcratunu, Pcmndang·Undangan. 

lbcJap X.Nbeta. 

Pemberbeati.an 

P...t '.Z9 

(I) Pegawar BLUD Tidak Tetap drberhentikan dengan hormat dari tugas / 
jabatan apabd.a · 

a atas pennintaan scndiri, 
b. meningp..l dunia, 

c. diterima meajadi Calon Pcgawai Negen S1pll (CPNS) dan/1.tau bekerja 
pada instansi Iainnya; 

d formaei jebetan sudah terpenuhi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS); 
e. mencapai usia 5B(lima puluh delapan) tahun dikccualikan bagi tenaga 

khusus yang karcna keahliannya ditentukan o\eh Pemimpin BLUD; 
i. menderita sak>t yang tidak bisa disembuh atau cacat schingga tidak 

memungkinkan untuk bekerja secara layak yang dibuktikan dengan 
Surat Kesehatan Tim Kesehatan RSUD; dan 

g. status BLUD RSUD 8arnJ di cabut berdasarkan ketentunn Pera.turan 

Perundang·Undangan. 

(2) Pegawru BLUD Tidak Tetap dibcrhentikan deng.an tidak hormat apabila: 



• 

a melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ideologi Negara, 
Pa.ncasila dan Undang-Undang Dasa.r 1945 atau tcrhbat dalam kegiatan 
yang menentang Pemerintah dan Negara Keeatuan Republik Indonesia; 

b. dihukum penja.ra at.au kurungan berdaaarkan putuaan pcngadilan 
yang telah mempunyai ketentuan hukum tetap karena melakukan 
tindak pido..na; 

c. melanggar pakta !ntegritas yang tc!ah diacpakati beru.ma Pegawai 
BLUD Ttdak Tetap; 

d. tidak melakaanakan kewajiban eebagarmana drmakeud dalam Pasal 14 
ayat (J), 

e. ttdak mentaati pcraturan mtcmal yang berlaku d1 81..UD RSUD Barru; 
dM 

f. menjadi anggota dan/atau pcmgurua partal politik. 
(3) Pemberhentian Pegawai 81..UD 1'idak Tetap sebagarmana dimakeud pada 

ayat (I) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputueen Pcmtmpln BLUD RSUD 
Barru. 

PaN.130 
(I) Pepwal BLUD 1'idak Tetap yang ditetapkan mertjadi leraangka oleh 

in,tan,i yang borwenana dibcrhentikan dltri tup1/jabatannya. 
{2) ?emberhentian seba�imana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan den gal"! 

Keputusan Pemimpin BLUD RSUO Barru. 

BABV 

PEGAWA.l BLttD TETAP 

Pa-.! 31 

Pegawa! T!.dak Tetap yang telah bekerj11. leb!h dari 5 (llma) tahun atau denpn 
pcrpenjangen perjenjtan kerja berturut·turut palin& sedikit 5 (l1ma) kali, dapat 
dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai pegawa.i BLVD Tetap. 

h-.132 
Penetapan sebagai pegav.ai BLUD Tetap sebaga.imana dimaksud dalam Pasa! 
32 didasarkan pada. kebutuhun RSUD, kcmpetener dan pn:$tllsi kerja pegawai 
BLUD tersebut &elama masa nu:njadi pegawal BLUD T!.dak Tetap. 

h.a133 

Pegawai BLUD Tetap dapat diberhentikan apabila tidak memenuhi perjanjian 
kerja dan/at.au dokumen fakta integrita& 



Paul 34 

Pegav,ru BLUD Tidak Tetap dan Pegaww BLUD Tetap tidak dijarmn menjad, 
Calon Pegawru Negen S1p1l. 

BABVI 

PEMBIAYAAN 

Paa&l35 
Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupau ini 
dibebankan pada anggaran BLUD RSUD Barru. 

BAB VII 

KETElfTUAN PEl'fUTUP 
Paul 36 

P11da 811.At Peraturan Bupatl ini berlaku maka Peraturan Bupa.tl Nomor 55 

Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengada.an, Pengangiultan dan Pemberhenuan 

Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipi.l Ttdak Tetap 
pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru dinyatakan dicabut dan 
tidak berlaku 

Paul37 
Peraturan Bupati 1m mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar settap 
orang mengetahuinya, memenntahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 

dengan penempatannya dalarn Serita Daerah Pemerintah l<abupaten BWTU. 

Ditetapkan di Barro 
Pada tanggal 1j Febr«ri 2.,.,., 

Diundangkan di Barru 
Pada tanggal 
811:K&RTARIS DAERAH KABUPATltN BARRU, 

Jl'A.SRUDDUf ABDUL MUTTALIB 

DERITA DAltRAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2017 ROt.Ul 1 J 
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